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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987
1. Konsonan

No | Arab Latin No Arab Latin
1 | Tidak 16 L T
dilambangkan
2 -« B 17 B 4
3 al T 18 & ‘
4 iy S 19 & G
5 z J 20 s F
6 C H 21 ) Q
7 ; Kh 22 | K
8 B D 23 J L
9 3 7 24 2 M
10 B R 25 & N
11 B Z 26 F wW
12 o S 27 ® H
13 U Sy 28 - ’
14 %) S 29 s Y
150 = D
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
- Fathah A
. Kasrah I
e Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
& Fathah dan ya Ai
3 Fathah dan wau Au
Contoh:
Kaifa : oS
Haula : d}t
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan
Huruf Tanda
sl Fathah dan ya A
s Fathah dan wau I
ls Dammah dan U
- wau
Contoh:
gala: Ja
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rama: (s=*_

gila: Ja

yaqulu: J39
4. Ta Marbutah (3)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta Marbutah (8) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah,
kasrah dan dammabh,
transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atas mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (&)
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (3) itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
raudah al-atfal/raudatul atfal : J@-‘a(ﬂ\ %—12'53
al-madinah al-munawwarah/ : 5y sal) daall
al-madinatul munawwarah L
talhah : aall
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa

tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

Xiii



nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti  Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan
sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

Xiv



ABSTRAK

Nama : Masykura Ulya

NIM : 140602100

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda

Aceh (Studi Kajian Publik Dan Kemaslahatan)
Tebal Skripsi  : 73 Halaman
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA Pembimbing Il

: Khairul Amri. SE., M. Si
Kota Banda Aceh memiliki potensi yang cukup besar dalam
peningkatan pendapatan asli daerah dimana sudah mulai berkembangnya
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan
memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal ini dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah Banda Aceh dan salah satunya adalah hasil dari
retribusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan
penerimaan retribusi parkir diKota Banda Aceh tahun 2010 sampai
dengan 2019 dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap
pungutan retribusi parkir di Kota Banda Aceh ditinjau dari konsep
kemaslahatan. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif
berdasarkan Studi Kepustakaan, Dokumentasi, Metode field research.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi parkir
terhadap PAD di Kota Banda Aceh dari tahun 2010-2019 mengalami
peningkatan pada tahun 2011 sebesar 30.82% dari 29,04 % pada tahun
2010 hingga 2011 menjadi 1,78 pada tahun 2012 mencapai 32.04%,
tahun 2013 hingga 2014 kontribusi retribusi parkir mencapai 30.78%
dan pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan yaitu 28.08%
dan mulai meningkat kembali pada tahun 2018 dan 2019, mencapai
34.87%. sedangkan hasil Pandangan Islam Terhadap Pungutan Retribusi
Parkir Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep Kemaslahatan
menurut pandangan Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk
kepentingan masyarakat banyak yakni untuk pembangunan infrastruktur
dan pembangunan daerah, kemudian untuk meminimalisir pungutan liar
dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh
pihak- pihak tertentu.

Kata Kunci : Kontribusi retribusi parkir, PAD, Tinjauan Ekonomi Islam
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi
dan transportasi dalam segala bidang ekonomi dan perdagangan.
Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju
Indonesia yang lebih maju lagi kedepannya. Dalam pembangunan
ini masyarakat beserta pemerintahan mampu menjadikan negara
Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dalam pelaksanaan
sistem pemerintahan

Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk
melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih
baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan
melalui upaya upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai
suatu tujuan guna untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Pelaksanaan pebangunan daerah diarahkan untuk
memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan
pendayagunaan potensi - potensi yang dimiliki secara optimal.
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar
(Arsyad,2010:373). Pembanguan secara umum seperti jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi dibiayai dengan
menggunakan uang yang berasal dari pajak dan retribusi. Uang
retribusi digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan

rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara



mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati
fasilitas atau pelayana dari pemerintah yang semuanya dibiayai
dengan uang yang berasal dari retribusi dan pajak.

Tentang retribusi memiliki peranan suatu negara menjadi
sangat dominan dalam menunjang roda pemerintahan dan
pembiayaan pembangunan. Menurut pandangan Islam pembanguan
merupakan kegiatan yang sangat penting dikarenakan pembanguan
diperlukan setiap wilayah untuk memajukan wilayah tersebut
(Huda,2015:32).

Dalam peraturan tentang pembagian daerah tercantum
dalam pasal 18 UUD tahun1945 yang bunyinya “pembagian daerah
atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya. Ditetapkan dalam undang undang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak hak asal usul dalam daerah daerah
yang bersifat istimewa”. Pemerintah Indonesia memahami dalam
memajukan dengaranya telah mengambil keputusan untuk
memberikan otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka daerah dipacu
untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Diza,2010:2)

Upaya dalam peningkatan kontribusi dana antara daerah
yang satu dengan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan

kondisi daerah yang bersangkutan. Disamping itu penyelenggaraan



otonomi daearah dilakuakan dengan prinsip prinsip demokrasi
pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab, salah satu kewajiban daerah
berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat
menunjang penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah yang setiap
tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin  maupun
perbangunan disegala bidang. Maka konsekuensinya pemerintah
derah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk
mendukung pelaksanaan kegitan tesebut. Oleh karena itu sumber
sumber penerimaan perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien
terutama sumber pendapatan asli daerah sendiri sebagai mana yang
tercantum dalam undang undang dasar 1945 baik yang berupa pajak
daerah, retribusi daerah, hasil kekeyaan daerah serta pendapatan
daerah lainya. Pembangunan dalam Islamtidak hanya sebatas
pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual
setiap masyarakat nya sangat diperlukan (Sari,2013:1)

Retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah
merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat (Huda, 2015:32)

Menurut Gusfahmi dalam bukunya yang berjudul pajak



menurut syariah, pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya
pelan pelan dasar pemerintah berupa petrat lokasi, distribusi, dan
redistribusi. Lebih jauh retribusi daerah juga sebagai sumber
penerimaan yang menjadikan juga peran dasar pemerintah dalam
alokasi, distribusi, dan retribusi. Sehingga dapat digunakan untuk
tercapainya  tujuan _pembangunan  daerah. Dalam  hal
pendistribusianya sumber pendapatan tersebut harus bersifat jujur
dan adil agar merata sehingga memberikan kesejahteraaan kepada
masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainya
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam menggali potensi yang ada diwilayahnya masing masing.
Untuk meningkatkan pendapatan tersebut perlu adanya pelayanan
dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam
mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan
pembangunan daerah sehingga pemerataan perekonomian merata di
masyarakat (Mahmudi, 2011:234).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang kusus disediakan oleh
pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan badan tidak semua
jas yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut
retribusinya, tetapi hanya jenis jenis jasa tertentu yang menurut

pertimbangan sosial ekonomi yang layak di jadikan objek retribusi.



Retribusi daerah memiliki peranan yang untuk menunjang
peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah
adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana
pengelolaanya dilakukan oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh
(Darwin,2010:166).

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan
diawali dan  diakhiri ditempat parkir, baik itu garasi mobil,
peralatan parkir atau ruang parkir gedung dan taman parkir yang
disediakan. Pembangunan pusat kegiatan pada kota sangat pesat
sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya
berdampak pada kebutuhna ruang parkir yang aman dan nyaman.
Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kepada pengguna
fasilitas parkir untuk umum diperlukan suatu standar pelayanan
perparkiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam
melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang
disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah
(Siahaan, 2010:4).

Kota Banda Aceh memiliki potensi yang cukup besar dalam
peningkatan pendapatan asli daerah dimana sudah mulai
berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat
digali, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Banda
Aceh dan salah satunya adalah hasil dari retribusi. Jumlah

kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) terus bertambah



secara signifikan setiap tahunnya.

Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, pasal 18 ayat 2 tentang penetapan jenis atau
golongan retribusi menetapkan retribusi daerah dalam tiga
golongan vyaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah
yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan
tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring
dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas
masyarakat Kota Banda Aceh mengakibatkan peningkatan jumlah
kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini otomatis akan
meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir
baik dibadan jalan atau dluar badan jalan. Dengan adanya
penigkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun
tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana
lalulintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya
hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi
parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya
dalam mengatasi masalah masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah Kota
Banda Aceh berusaha memberikan pelayanan  dengan
meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun

jalan jalan yang baru atau memperbaiki jalan jalan yang telah ada



sebelumnya. Usaha tersebut memberikan dan membutuhkan dana
yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap
warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir
yang besarnya diterapkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu,
pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan dibidang
perparkiran. Berikut merupakan pelaporan pemerintah Kota Banda
Aceh terhadap penerimaan jumlah retribusi parkir dan pendapatan
asli daerah dari tahun 2010-2018, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1

Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh

Tahun Penerimaan Retribusi Pertumbuhan
Parkir (RP) (%)
2010 1.676.480.000 0.29%
2011 2.217.921.000 0.31 %
2012 2.523.498.000 0.32 %
2013 2.857.569.000 0.31 %
2014 3.468.891.000 0.31 %
2015 3.418.456.000 0.28 %
2016 3.481.944.000 0.26 %
2017 3.596.235.000 0.29 %
2018 3.912.170.000 0.34 %
2019 4.236.145.000 0.80 %
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
(2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 mendeskripsikan bahwa penerimaan
retribusi Kota Banda Aceh naik dari tahun 2010-2014 dan menurun
dari tahun 2014-2015 sebesar -1.5% serta meningkat kembali dari
tahun 2016-2018. Sedangkan dari nilai persentase mendeskripsikan
bahwa peningkatan yang berfluktuatif dari tahun 2010-20109.

Selanjutnya dari penerima aretribusi parkir Kota Banda



Aceh, Kota Banda Aceh juga memiliki Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang nilai peningkatannya sangat signifikan dari tahun

2010-2019. Sedangkan persentase peningkatannya berfluktuatif

dari tahun 2010-2019 sebagaimana pendeskripsian dariTabel 1.2,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh
Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Target Penerimaan Realisasi
(PAD) (RP) Retribusi Parkir Penerimaan . Pertumbuhan
(RP) Retribusi Parkir (%)
(RP)

2010 577,316,651,310 2,500,000.000 1,676,480,000 67.1%
2011 719,614,903,954 2,500.000.000 2,217,921,000 88.7%
2012 787,575,101,977 2,500.000.000 2,523,498,000 100.9%
2013 928,240,738,388 2,750.000.000 2,857,569,000 103.9%
2014 1,134,104,242,954 4,500.000.000 3,468,891,000 77.1%
2015 1,217,566,428,915 4,500.000.000 3,418,456,000 76.0%
2016 1,321,704,923,080 4,600.000.000 3,481,944,000 75.7%
2017 1,244,415,059,118,86 4,600.000.000 3,596,235,000 78.2%
2018 | 1,135,914,599,521,72 4,600.000.000 3,912,170,000 85.0%
2019 | 1,214,904,533,158,63 5,600,000,000 4,236,145,000 132.2%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (2018)
Jika ditinjau dari perspektif Islam retribusi adalah salah satu

bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada

masyarakat pada dasarnya itu diperbolehkan selama mendatangkan

kemaslahatan bagi masyarakat umum. Sehingga selama suatu

negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka

dibenarkan terhadap pemungutan retribusi (Darwin,2010:166).




Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-nisa : 4: 59

yang berbunyi:

5 s 0 ) 358 et o e 56 2 91 s J3oh 1Al b kil 3 0 480
Sigb e e S5 53 ey Ay O3

Artinya:
“Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama

R1,2006:59).

Maksud dari ayat tersebut bahwa sebagai orang yag
beriman, kita diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan
Para Ulil Amri (pemimpin) diantara kita, selama tidak bertentangan
dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin disini dapat
diartikan  pemerintah yang membawa arah kebaikan atau
kemaslahatan umat (Aljumanatul,2004:75).

Permasalahan di Kota Banda Aceh sering kali ditemui juru
parkeir yang liar yang lahan perparkiran yang memiliki potensi
dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk
mendapat keuntungannya, mereka belum berguna dalam membantu

memarkir kendaraan dan juga tidak difungsikan aturan-aturan yang



dibuat oleh Pemerintah Daerah tetap saja tidak dilaksananya. Hal
itu tidak mungkin tumbuh dan bertahan jika tidak ada orang dari
pihak yang berwenang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir
liar tersebut.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Perusahaan
Daerah parkir diharapkan mampu memberikan kontribusi dari
sektor retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola secara
baik dan bertanggung jawab melalui penegakkan sistem dan
prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan,
maka akan berdampak akan kemajuan perekonomian suatu daerah.
Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir mendukung dan
memiliki peran sangat baik dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan demikian maka setiap peraturan yang dibuat oleh
pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama seperti
kecurangan dan digunakan untuk kemaslahatan umat dan ketertiban
bersama maka hal tersebut wajib ditaati, termasuk tentang
perparkiran yang berlaku Di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan
Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Publik Dan
Kemaslahatan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan
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masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2019?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pungutan
retribusi _parkir di Kota Banda Aceh ditinjau dari
konsep kemaslahatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi
parkir diKota Banda Aceh tahun 2010 sampai dengan
2019.

2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pungutan
retribusi parkir di Kota Banda Aceh ditinjau dari
konsep kemaslahatan.

1.4 Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan yang
digunakan adalah sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, sistematika pembahasan dan literatur review.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis

penelitian, penelitian dahulu dan kerangka penelitian yang ada.
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BAB Il : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan variabel penelitian, jenis penelitian, tempat dan
waktu penelitian, subjek dan objek penelitian serta teknis analisis
data.
BAB 1V : HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan hasil pengolahan data dan analisis atas

hasil dari pengolahan data tersebut.

12



BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah
dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana
guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai
kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak
daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha dan lain lain penerimaan
milik daerah yang sah (Sasana, 2011). Pendapatan asli daerah juga
merupakan alat memasukkan uang sebanyak banyaknya kekas
daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah serta
untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai
jasa tersebut (Susanti et.al:2017)

Pendapatan asli = daerah- (PAD) adalah semua hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah merupakan semua
penerimaan kas daerah yang menambah equiditas dana dalam
periode dan tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi
dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos
retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil

perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan penerimaan
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sumber daya alam. Pendapatan asli daerah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti
menentukan dan menetapkan mana yang sesungguhnya menjadi
sumber pendapatan asli daerah sehingga pendapatan tersebut
memberikan hasil yang maksimal (Susanti et.al:2017).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yaitu UUD No.12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, daerah
diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan
penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang
sering kita sebut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pendapat Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yag
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Menurut UUD NO
33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah pada pasal 6 dijelaskan bahwa:
“pendapan asli daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah
melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
daerah, dan hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah™’

Menurut Atep Adja Barata, yang dimaksud dengan
pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintahan daerah
yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Dalam arti
luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang

menambah equiditas dana dalam periode tahun anggaran
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bersangkuatan yang menjadi hak pemerintah daerah (Barata,2014:
90).

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan, dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan
dalam  pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak
daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang
berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta
pengelolaan sumber daya alam (Isdijoso,2002).

Sedangkan menurut (Susanti et.al:2017) sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah:

1 Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya
diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi
kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih
ada potensinya di daerah;

2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya
retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain;

3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari
keuntungan- keuntungan perusahaan daerah, vyaitu
perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh
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dari kekayaan daerah;

4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan
sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian
diserahkan kepada daerah;

5 Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara
langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah
tersebut;

6. Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah
pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di
Indonesia hal ini disebut ganjaran;

7. Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari
pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut (Halim,2012:101-105) Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli
Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:
1. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening
pendapatan  dibedakan untuk provinsi dan  untuk
kabupaten/kota Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang
perubahan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
lampiran Illa dan lampiran 1VVa Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13
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tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk

provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

a.
b.

C.
d.
e

f.
g.

Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan di atas air

Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bea balik nama kendaraan diatas air

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak air permukaan

Pajak rokok

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota, pajak ini terdiri atas:

o

T @ - 2o a2 °

Pajak hotel

Pajak restoran

Pajak hiburan

Pajak reklame

Pajak penerangan jalan

Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak lingkungan

Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak parkir

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan k
BPHTB

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal

dari retribusi daerah. Menurut lampiran Illa dan lampiran 1VVa

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
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Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang dapat
dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dirinci
menjadi:
a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum adalah- pelayanan yang disediakan
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
b. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial.
C. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada
orang pribadi atau -badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang
Dipisahkan

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah BUMD.

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
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C.

milik negara BUMN.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik swasta atau sekelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi disediakan

untuk’ mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang

disebut di atas. Jenis pendapatan -ini. meliputi objek

pendapatan berikut:

a.
b.

C.

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
Jasa giro

Pendapatan bunga

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan
jasa oleh daerah penerimaan keuangan dari selisih
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan

Pendapatan denda pajak

h. Pendapatan denda retribusi

Pendapatan eksekusi atas jaminan
Pendapatan dari pengembalian
Fasilitas sosial dan umum

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
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pelatihan

m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Mmilik daerah

yang pipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi
Islam
Sebagai sebuah agama yang lengkap, Islam memberikan

petunjuk atas semua aktifitas manusia termasuk ekonomi, oleh
karena itu tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu umtuk
mencapai falah (kesejahteraan/ keselamatan) baik dunia maupun
akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah
haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan
cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan
kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah,
pemerintah bertanggug jawab untul menyediakan, memelihara, dan
mengoperasikan public - utilities (pelayanan publik) untuk
menjamin terpenuhinya kepentingan sosial (Huda,2010:190).

Dalam pemikiran Islam, menurut An-Nabahan, pemerintah
merupakan lembaga formal, yang mewujudkan dan memberikan
pelayanan yang terbaiik kepada semua rakyatnya. Pemerintah
mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi

mewujudkan  kesejahteraan masyarakatnya, salah  satunya
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bertanggungjawab terhadap perekonomian (Huda,2012:190).

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar
menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal
yang digunakan untuk mengatur pemerintahanya. Tujuan dari
kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencioptakan stabilitas
ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lainya yang
terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada
tempast yang tinggi akan mewujudkan persamaan dan demokrasi,
ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung
ekonomi masyarakat yang terbelakang (Huda,2012:191).

Pada masa Islampemerintah menggunakan biaya biaya
untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap
masyarakat agar dapatterus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan
sektor publik oleh negara, adapun sumber sumber pendapatan
negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat
Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan
kepada pemerintah / pengurus zakat untik membiayai kebutuhan
bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada
periode mekkah zakat di syariatkan sebagai anjuran yang
bersandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya
membentuk sebuah masyarkat atau umat yang berkeadilan
dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kefakiran lainnya.

Sedangkan pada periode madinah pungutan zakat menjadi wajib
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dan diambil alih oleh pemerintah dngan menegaskan amil atau
petugas pemungut (Huda,2012:25- 26). Seperti yang telah
dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Bagarah (2)
ayat 43:

S &5 1535515 55\ 5502l 125505

Artinya :
“....dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah

beserta orang orang yang ruku’.

Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman
Rasulullah SAW, adalah Kharraj. Kharraj adalah pajak terhadap
tanah atau di indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan
(PBB). Perbedaaan yang mendasar antara sistem PBB dengan
sistem kharraj adalah bahwa kharraj ditentukan. berdasarkan
tingkat produktivitas dari tanah (land productvity) bukan
berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah
yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi di tanam anggur
sedangkan disisi lain ditanam kurma, maka mereka harus
membayar jumlah kharraj yang berbeda beda
(Adiwarman,2010:257).

Khums

Para ulama sya’i mengatakan bahwa sumber pendapatannya
apapun dikenakan khums sebesar 20%, sedangakan ulama sunni
beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan

perang saja. Imam Abu Ubait dalam Adi mengatakan bahwa
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yang dimaksud khums bukan saja hasil perang, tetapi jaga barang
temuan dan barang tambang (Karim,2010:264).

Ghanimah dan Fa’i

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut
ghonimah, jika pergantian pemerintah tidak dengan peperangan
tetapi mungkin dengan kudeta atau memenagkan pemilu,
penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara cara lain maka
tanah Negara dan harta benda lainya disebut Fa’i (Huda,2012:30).
Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang orang non muslim
sebagai ganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan
lainya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari
negara Islam. Jizyah sama dengan Pull tax, karena orang orang
yang non muslim tidak mengenal zakat fitrah, jumlah yang harus
dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang
Islam.

Pendapatan lainya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat
diantaranya ada yang disebut dengan kaffarah, yaitu denda
misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang
berhubungan disiang hari 'pada bulan puasa. Mereka harus
membayar denda dan denda tersebut masuk kedalam pendapatan
Negara (Karim,2010:266).

Menurut Huda, disamping penerimaan negara yang pokok,
pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan
lainya seperti wakaf, (pemberian aset abadi dari rakyat untuk
kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu ada

kalalah (bagian negara dari warisan), dan barang temuan, harta
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karun, dan lainya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi negara
dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan
surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu sukuk
(Huda,2012:35).

2.2 Konsep Retribusi Daerah

Salah satu satu sumber pendapatan daerah yang penting
lainya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum
adalah pembayaran pembayaran kepada negara yang dilakukan
olen mereka yang menggunakan jasa jasa negara atau merupakan
iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik
secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat
ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari
pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Koswara retribusi daerah adalah imbalan atau
mamfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atas
jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang
diberikan oleh pemerintah daerah (Ramlan et.al:2016). Sedangkan
Anggoro (2017) mengemukakan  bahwa retribusi merupakan
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang
nmenggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan
adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima oleh
masyarakat penguna jasa yang dimaksud.

Retribusi dapat dilihat sejak masa nabi muhammad SAW
yaitu retribusi pemakaman, pemakaman seorang muslim dilakukan

pada komplek pemakaman yang telah disediakan oleh pemerintah
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pada waktu itu. Bahkan anjuran-anjuran nabi untuk memfasilitasi
dan memberikan bantuan kepada ahli waris manyat sangat banyak
sekali. Misalnya pemerintah memberikan makanan kepada ahli
waris, mengurus jenazah, memandikan, membawa dan
memasukkan keliang lahat adalah memiliki keutamaan dari pahala
yang sangat besar, sehingga mengurus jenazah dilakukan secara
bersama sama.

Kebiasaan ini terus berlanjut hingga ratusan tahun, akan
tetapi dengan perubahan sistem sosial terutama diperkotaan maka
pengurusan jenazah tidak bisa lagi dilakukan secara bersama sama
dengan berbagai sebab. Termasuk berkembanganya berbagai
ideologi materialisma dan kapitalisme yang menjadikan masyarakat
sangat menentukan segala sesuatu dengan uang.

Dari sinilah muncul berbagai pergeseran nilai yang terjadi
dimasyarakat salah satu contohnya adalah dalam proses
pemakaman, para penggali kubur saat ini tidak akan bekerja jika
tidak dibayar, demikian pula kuburan tidak akan dirawat dan
diperhatikan jika tidak membayar retribusi pemakaman.

Demikian pula dengan pemerintah akan mengenakan
berbagai bentuk  pengutan sebagai salah satu sumber
pendapatannya, hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus
menggali berbagai bentuk pajak dan derifasinya sebagai sumber
pendapatan daerahnya.

Bila ditinjau dari hukum Islam, retribusi adalah salah satu

bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada
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masyarakatnya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz)
selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyrakat umum.
Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan
negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan retribusi.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 4: 59 yang
berbunyi :

(et 0 0 00 383 SN U J3ean basks dh ikt 54 o3 it
Sigb sty e G s psdly By O3k AEE 0 O3t b ) 4588
Artinya :
“Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
RasulNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (' Al- Quran ) dan Rasul (
Sunnahnya ), jika kamu benar benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yan demikian itu lebih utama (bagimu)

dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI,
2006:59)

Maksud dari ayat diatas bahwa sebagai orang yang beriman,
kita diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasulnya dan para ulilamri
(pemimpin) diantara kita. Selama iya tidak bertentangan dengan
ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin di sini dapat diartikan
sebagai pemerintah yang membawa kearah kebaikan dan

kemaslahatan umat.
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Maka dari itu kita sebagai masyarakat patut umtuk
mematuhi peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah
satunya adalah kewajiban membayar retribusi. Dimana retribusi
merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang bertujuan untuk
medapatkan pemasukan pedapatan asli daerah guna untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah RI
nomor 66 tahun 2001 pasal 1 poin 1 bahwa yang dimaksud dengan
retribusi daerah yang selanjutnya disebut reribusi adalah
pemiungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau
diberikan oleh pemerintah dengan untuk kepentingan orang pribadi
atau badan (Waluyo,2010:3).

Menurut Munawir retribusi merupakan iuran kepada
pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung
dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja
yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan
dikenakan iuran itu (Munawir,2011:85).

Dari pendapat pendapat ahli di atas dapat Kkita tarik
kesimpulan retribusi daerah adalah pungutan atas pemakaian atau
mamfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan
karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jas atau
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karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi

yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

1 Jenis retribusi daerah

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan

pemerintah dengan Kkriteria kriteria sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan
bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi
perizinan tertentu.

Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Jasa tersebut memberi mamfaat khusus bagi
orang pribadi atau badan yang diharuskan
membayar retribusi, disamping untuk melayani
kepentingan kemamfaatan umum.

Jasa tersebut layak dikenakan reribusi

Retribusi  tidak bertentangan dengan dengan
kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
Retribusi  dapat dipanggul secara efektif
dan efisien, serta merupakan salah satu sumber
pendapatan yang potensial.

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan
jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas
pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa jenis jenis retribusi jasa
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umum yaitu :

9) Retribusi pelayanan kesehatan

10) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

11) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda
penduduk dan akte catatan sipil.

12) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat

13) Retribusi pelayanan parkir diparkir ditepi jalan
umum

14) Retribusi pelayanan pasar

15) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

16) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

17) Retribusi penggantian biaya cetak peta

18) Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan

pemerintah dengan kriteria kriteria sebagai berikut:

1. Reribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat
bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan

tertentu

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat
komersial yang disediakan oleh sektor swasta
tetapi belium memadai atau terdapatnya harta
yang dimiliki dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah
daerah.
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Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa usaha adalah:

1.

© ® N o U A W N

T =
N B, O

Retrubusi pemakaiankekayaan daerah;
Retribusi pasar grosir/ pertokoan;
Retribusi tempat pelelangan;
Retribusi terminal;

Retribusi tempat khusus parkir;
Retribusi tempat penginapan/vila;
Retribusi penyedotan kakus;

Retribusi rumah potong hewan;

Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;

. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
. Retribusi penyeberangan diatas air;
. Retribusi pengelolaan limbah cair;
1%

Retribusi penjualan produksi daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan

pemerintah dengan kriteria kriteria sebagai berikut:

1.

Berikut adalah beberapa jenis retribusi perizinan tertentu yang
meliputi antara lain:

Perizinan tersebut termasuk kewenangan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam

rangka atas desentralisasi.

Perizinan tersebut benar benar guna melindungi

kepentingan umum.

Biaya yang menjadi beban daerah dalamm
penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk
menanggulangi danpak negatif dari perizinan
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai

dari retribusi perizinan.
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a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
c) Retribusi izin gangguan;
d) Retribusi izin trayek.
2.2.2 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dan

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009
Pasal '39 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang
artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun, dalam pengertian ini
dapat berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses
pemungutan retribusi pemerintah daerah dapat mengajak bekerja
sama dengan badan badan tertentu, yang karna profesionalismenya
layak dipercaya untuk ikut -melaksanakan sebagian tugas
pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi  yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan
besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi
dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang
dipersamakan antara lain karcis, kupon, dan dan kartu langganan.
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Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat
dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan
piutang retribusi daerah kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa
dilakukan dengan keputusan yang masing masing ditetapkan oleh
Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang
retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan pemerintah
(Mardiasmo,2011:18).

2.3 Retribusi Parkir

2.3.1 Pengertian Retribusi Parkir
Pengertian parkir berdasarkan Undang-undang No. 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan
tidak bergerak suatu keadaan bermotor yang bersifat sementara.
Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus besar bahasa
indonesia, yaitu parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor
untuk beberapa saat lamanya.

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan yang
dimaksud dengan retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir
dan jasa pengaturan oleh pemerintah daerah dan pengguna jasa atau
si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai
dengan peraturan daerah yang berlaku. Wajib retribusi adalah
orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang
undangan retribusi daerah diwajibkan umtuk melakukan
pembayaran retribusi.

Dari kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa parkir
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adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat
yang telah disediakan. Dari urain terdahulu jika di gabungkan,
pemungutan retribusi parkir disini adalah keseluruhan aktivitas
untuk menarik atau memungut retribusi sesuai dengan yang
digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pendapatan dan
pemungutan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah

disediakan oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Subjek Retribusi Parkir
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 83 tahun 2011 pasal 2

Bahwa Subjek Reribusi Parkir meliputi orang pribadi yang

memamfaatkan fasilitas objek reribusi parkir.

2.3.3 Struktur Dan Besarnya Tarif Reribusi
Berdasarkan peraturan daerah nomor 83 tahun 2011 pasal 6

ayat 1,2,3,4 dan 5 vaitu :

a  Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir
ditepi jalan umum ditetapkan berdasarkan zona, lama
parkir, dan atau durasi berlangganan.

b. Prosudur pembayaran tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam dua pilihan
yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif
atau membayar secara berlangganan.

¢ Pilihan atas dasar prosedur pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat

d.  (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk
dipilih.
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e. Dalam rangka

penerimaan

pembayaran

tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kota

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan

memperhatikan prinsip dasar retribusi.

f. Struktur dan besarnya tarif serbagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.1

Retribusi Parkir Pada Zona 1

. | Tarif Tambahan
No | Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif (Rp) Per Jam (Rp)
Untuk 1 Jam
1 | Jeep, Mini Bus, Pick Up, Dan | Untuk 0-1 Selanjutnya
Sejenisnya 2.500,- dikenakan 1.500,-
/1 jam pertama /jam
Untuk 1 Jam
2 |Kedaraan Angkutan Barang Jenis| Untuk 0-1 Selanjutnya
Box 3.500,- dikenakan 2.000,-
/1 jam pertama /jam
Untuk 1 Jam
3 Bus, Truk Dan Sejenisnya Untuk 0-1 Selanjutnya
4.500,- dikenakan 2.500,-
/1 jam pertama /jam
s . Untuk 1 Jam
o G Tl Ko Unwk01 | Selanjrys
y 5.500,- dikenakan 3.000, -
/1 jam pertama /jam
Untuk 1 Jam
5 Sepeda Motor Untuk 0-1 Selanjutnya
1.500,- dikenakan 1.000,-

/1 jam pertama

/jam
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Tabel 2.2

Retribusi Parkir Pada Zona li

No | Jenis kendaraan Bermotor Tarif (Rp) Tarif Tambahan
Per Jam (Rp)
Untuk 1 Jam
1 | Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick | Untuk 0-1 2.000,- |Selanjutnya dikenakan
Up, Dan Sejenisnya /1 jam pertama 1.000,-
/jam
Untuk 1 Jam
2 Kedaraan Angkutan Barang | Untuk 0-1 3.000,- |Selanjutnya dikenakan
Jenis Box / 1 jam pertama 1.500,-
/jam
Untuk 1 Jam
3 Bus, Truk Dan Sejenisnya | Untuk 0-1 4.000,- |Selanjutnya dikenakan
/1 jam pertama 2.000,-
/jam
Truk Gandeng, Trailer Untuk 1 Jam
4 Kontainer Dan Alat Besar Untuk 0-1 6.000,- |Selanjutnya dikenakan
Lainya /1 jam pertama 3.000,-
/jam
Untuk 1 Jam
5 Sepeda Motor Untuk 0-1 1.000,- |Selanjutnya dikenakan
/1 jam pertama 500,-
/jam
Tabel 2.3
Retribusi Parkir Berlangganan
NO Jenis kendaraan Tarif (Rp)
Bermotor
1 Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Rp. 60.000,-/bulan
Dan
Sejenisnya
2 Kedaraan Angkutan Barang Jenis | Rp.90.000,-/bulan
Box
3 Sepeda motor roda 2 Rp.30.000,-/bulan
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2.4 Retribusi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

2.4.1 Retribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada
negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali
dari negara dan hasilnya wuntuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian
tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan tujuan lainya yang ingin
dicapai oleh Negara (Gufrani,2011:32). Seperti halnya dengan
pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan
penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran ~ umum  pemerintah  daerah  untuk
merealisasi tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu
sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran ALLAH
SWT Berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :

Vi dias s G o2 Y N asdl Y5 AL S5k Y a0 WG
2 onc o AT SRR ToR T 1 -8 ‘:a"/c'@ w Lo %ot .
O3 1430 02 G ladd a5 a0 Iggl 30 G Gk s O35

Artinya : “perangilah orang orang yang tidak beriman
kepada ALLAH dan tidak pula kepada hari
kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan
tidak beragama dengan agama yang benar ( Agama
Allah ), (yaitu orang orang) yang diberikan Al kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk” (Al-Quran surat At-Taubah ayat :29).
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Diperbolehkanya memungut pajak menurut para ulama
alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana
pemerintah  tidak mencukupi untuk membiayai berbagai
pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan
timbul kemudaratan, sedangkan mencegah kemudaratan adalah
suatu kewajiban.

Gazi inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban
untuk - membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau
pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan
tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan
pemilik harta dan di alokasikan untuk mencukupi kebutuhan
pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik
keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang
diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai
berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang
diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada
uang/harta (Santoso,2011:815). Dari berbagai definisi tersebut,
nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih
tepat dan dekat dengan nilai nilai syariah, karena dalam definisi
yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak
menurut syariah yaitu :

a. Diwajibkan oleh Allah SWT
b. Obyeknya harta
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c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat

(khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

2.4.2 Sumber Retribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengupahan
Salah satu kegiatan manusia dalam bidang mu‘“amalah

adalah memberi dan menerima upah, upah diberikan kepada
seseorang dengan syarat seseorang harus bekerja untuk
memperoleh imbalan yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang di
lakukannya, dan sesuai kemampuan dan kontrak kerja yang telah di
buat oleh pemberi dan penerima upah.

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama
buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang
dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi
kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi
hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu
yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan
pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah
seseorang pekerja. Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam
akad ijarah yaitu jjarahala al-,amal atau ujrah. Secara bahasa
jarah ala al-,,amal dan ujrah mempunyaimakna yang sama berarti
upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yangdilakukan pekerja
(Karim,2013:34).
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Upah dalam istilah figh disebut dengan al-ijarah berasal dari
kata ijarahyaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-
mengupah dan lain- lain. Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang
berarti Al ,,Jwadu (ganti). [jarah menurut arti bahasa adalah nama
upah.Menurut pengertian syara™, Al Ijarahialah: Suatu jenis akad
untuk  mengambil manfaat ~ dengan jalan  penggantian
(Sabiq,2011:7).

Menurut Hasibuan dalam Kadarisman  mengungkapkan
bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja
harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati
membayarnya. Sama halnya dengan Kadarisman = yang
mengungkapkan bahwa upah adalah sejenis balas jasa yang
diberikan perusahaan/ organisasi kepada para pekerja harian
(pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya
oleh kedua belah pihak (Kadarisman,2012:122).

Dapat penulis simpulkan bahwa Upah (ijarah) merupakan
aspek penting dalam suatu perparkiran, dalam Islam upah harus
dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus
mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan
sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Dasar Hukum Zjarah (Pengupahan)
Dasar hukum ijarah (upah-mengupah), jumhur ulama

membolehkan akad ijarah dengan dalil Al-Quran, Sunah, serta

Ijma’. Terdapat dalam surat at-Thalaqg ayat 6, Allah berfirman:
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah - kamu.menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka  Dbersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah ~ kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya (QS. Al- Talag ayat :6).

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus
diberikan oleh orang yang memberi pekerjaan. Upah adalah hak
pekerja untuk menerima imbalan setelah pekerjaan itu dilakukan.

3. Rukun dan Syarat Pengupahan

a. Rukun pengupahan
Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-

rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah
unsur-unsur dalam membentuk sesuatu sehingga dengan adanya
unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila
salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa
dilaksanakan. Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah

akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa
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transaksi

itu telah  berjalansecara suka sama  suka

(Kadarisman,2012:123).

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarahitu adalah:

1)

2)

3)

4)

Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk
tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah
atas jasa tenaga atau sewa dari jasabenda yang

digunakan, disebut pengguna jasa (mdjir).

Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau
dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima
upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang
dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (musta 'jir ).

Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga
atau benda yang digunakan disebut (ma “jur).

Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau

sewa (ujrah).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ituada

empat yaitu, Aqid, sigat akad, ujrah, dan manfaat.

1)

“Aqid (orang yang akad) -

Aqgid adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa
atau upah mengupah. Orang yang memberi upah disebut
mu“jir dan yang menerima upah disebut msuta“jir
(Suhendi,2002: 117). Suatu akad baru sempurna dan dapat
dilaksanakan apabila dilakukan oleh orang yang baliq dan

berakal yang memiliki kecakapan bertindak dan layak untuk
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melakukan transaksi, apabila dilakukan oleh anak-anak dan
orang yang belum balig atau orang yang tidak memiliki
kuasa atas dirinya maupun hartanya maka akad tersebut

tidak sah atau cacat tidak dapat dilaksanakan.

2) Sighat akad
Sighat adalah pernyataan kehendak yang lazim yang terdiri
dari -ijab dan gabul, ijab dan gabul boleh dengan lisan,

tulisan dan isyarat.

3) Ujrah (upah)
Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja
kepada musta “jir (pekerja) atas jasa dan manfaat yang telah
diambil oleh mu “jir. Dengan syarat bahwa :Sudah diketahui
jumlah upah, tidak sah ijarah apabila upah tidak
diketahui.Pegawai khusus = seperti -~ hakim tidak boleh
mengambil upah dari bawahannya karena sudah diberikan

gaji oleh pemerintah.

4) Manfaat.

Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih
dahulu jenis pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila
tidak jelas maka hukumnya fasid (Pasaribu dan
Suhrawardi,1994:157). Pekerjaan yang dilakukan harus
memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Sipemberi
kerja mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh
pekerja dan sipekerja mendapatkan upah dari sipemberi
kerja.

Rasulullah menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai
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dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Penetapan
besaran upah ditetapkan sebelum memulai suatu pekerjaan.
Pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai atau adanya
transparansi. Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa,
haji dan membaca Al-Quran diperselisinkan kebolehannya oleh
para ulama, karena perbedaan cra pandang terhadap pekerjaan ini.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan taat yang pahalanya
dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak
dari yang mengupah maka haram baginya mengambil upah dari
pekerjaan tersebut (Suhendi,2016: 118-119).

Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari
pekerjaan taat adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya
untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh apabila termasuk
kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Quran, hadis dan figh,
dan haram mengambil upah yang termasuk kepada tagarrub seperti
membaca Alquran, shalat, dan yang lainnya. Mazhab Maliki,
Syafi“i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai
imbalan mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk
jenis perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui
pula.

4. Tujuan Pengupahan
Upah merupakan sarana untuk dapat meringankan

kebutuhan pekerja dalam pergaulan hidup, tujuan disyariatkan
ijjarah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. Seseorang

mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja,dipihak lain ada yang
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mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya ijarah
kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan (Haroen,2002:
232-235).

Upah sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika
pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas itu tidak hanya
akan mempengarui daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar
penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan
langsung - mempengarui  seluruh masyarakat karena mereka
mengkomsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli
dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang
menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

Dalam dunia moderen semua industri dan kegiatan usaha
lainnya saling terkait maka dengan jatuhnya permintaan barang-
barang dari para konsumsi parapekerja akan dirasakan akibatnya
oleh semua indutri diseluruh dunia. Jika secara ekonomi tindakan
menghalangi pekerja mendapatkan bagian yang adil dari
keuntungan yang menguntungkan suatu negara, dengan sendirinya
akan menghancurkan negara itu sendiri.

Tujuan pemberian upah kepada pekerja adalah untuk ikatan
kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin,
pengaruh serikat buruh (Hidayati,2012: 187-198).

a. lkatan kerja sama, dengan adanya pemberian upah
maka suatu ikatan kerja sama dapat terjalin, sipekerja
harus memberikan usaha atau jasa kepada pemberi
kerja, dan pemberi kerja harus memberikan upah yang
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sudah dijanjikan diawal akad.

. Kepuasan kerja, dengan adanya upah pekerja dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga sipekerja
mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaannya dan
sipengusaha mendapatkan kepuasan dari apa yang telah
diberikan oleh pekerja.

. Motivasi, dengan adanya upah dapat membuat
sipekerja termotivasi sehingga meningkatkan semangat
bekerja dan dapat menguntungkan pengusaha.

. Pengaruh serikat buruh, dengan pemberian upah yang
adil dan layak dapat menghindari serikat buruh dan
pekerja lebih memperhatikan pekerjaannya.

. Stabilitas karyawan, pemberian upah yang adil dan
layak kepada pekerja dapat menjamin stabilitas
kayawan, sehingga dapat mengurangi perpindahan
karyawan.

. Disiplin, pemberian upah yang layak kepada pekerja
dapat mempengaruhi kedisiplinan pekerja, pekerja akan

lebih menaati peraturan yang berlaku.

5. Prinsip Pengupahan
Seorang perparkiran tidak dibenarkan bertindak kejam

terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya

dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat

tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh

bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya
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ketidakadilan terhadap pihak yang lain. Prinsip pemertaan terhadap

semua makhluk tercantum dalam surat Al-Bagarah ayat 279 :

Vs O3 ¥ E g5 1506 28 B B0uigs 1 53 g st plaks ] 0

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa_riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan
Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu
pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya. (Al- Bagarah : 279).

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak
diperingatkan untuk bersifat jujur dan adil dalam semua urusan
mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain
dan tidak = merugikan kepentingannya - sendiri. Al-Quran
memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja
dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka,
dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya
sendiri. Dan jika ia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini maka
dia dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan
dihukum didunia oleh negara Islam dan dihari kemudian oleh
Allah.

Prinsip keadilan yag sama tercantum dalam Surat Al

Jaatsiyah: 22:
Ol ¥ty EoeST (A S il (B (ol opatd B Gl

Artinya: dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan

46



tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri
terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak
akan dirugikan.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang
telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi
ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja
sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses
produksi.Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus
ditentukan berdasarkan kerjanya dan harus dibayar tidak kurang
dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan (Hidayati,2012: 200).

Dalam konsep ijarah, upah ditentukan berdasarkan prinsip
layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin
upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses
produksi. Upah yang termasuk dalam kategori layak apabila upah
yang diberikan dapat memenuhi kewajiban pekerja. Prinsip
kesetaraan menempatkan pengusaha dengan pekerja pada posisi
yang sama Vyaitu sama-sama saling membutuhkan, saling
menyerahkan apa yang dimiliki, pekerja memberikan jasa atau
tenaga dan penguasa memberikan upah.

Prinsip keadilan adalah prinsip yang menempatkan
pengusaha dengan pekerja untuk saling memenuhi kewajibannya
dan perjanjian yang telah mereka sepakati. Prinsip kesetaraan dan
keadilan dapat menempatkan pengusaha dengan buruh
mendapatkan tujuannya. Pekerja bertujuan untuk mendapatkan
upah yang memadai, sedangkan pengusaha mendapatkan jasa yang
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diinginkan. Suatu pihak tidak boleh menzhalimi dan merasa
dizhalimi oleh pihak lainnya. Penerimaan besaran upah dalam
masyarakat dilakukan dengan cara negosiasi antara pekerja dengan
pengusaha, sehingga  kebutuhan kedua belah pihak dapat
dipertimbangkan secara adil.

2.5 PeneletianTerdahulu
Amelinda (2017) melakukan penelitian dengan judul

Analisis - pengelolaan retribusi  parkir guna meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam.
Hasil penelitianya adalah target dan realisasi parkir dijalan pemuda
secara formalitas pencapaian target tidak pernah terealisasi dari
tahun  2012-2016, pada penerapan fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan belum maksimal.
Jika dilihat dari pengelolaan parkir belum sejalan dengan prinsip
ekonomi Islam karena tanggung jawab UPT perparkiran dan
kordinasi lapagan mengabaikan keluhan keluhan dari masyarakat
dan hanya mementingkan pada saat kendaran masuk saja, belum
bersikap adil karena masih banyak ditemukan kecurangan yang
terjadi dijalan pemuda, tetapi UPT perperkiran masih belum
bersikap tegas. Dalam prinsip kemaslahatan dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip
ekonomi Islam karena digunakan untuk kesejahteraan, pembagunan
dan untuk kemaslahatan umat.

Hayani (2001) melakukan penelitan dengan judul Analisis

pemungutan Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendanaan
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dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah. Dari penelitan tersebut hasil yang
didapatkan adalah terjadinya peningkatan pemungutan retribusi
parkir dari tahun 1999-2001 saat dipersentasikan dengan aggaran
yang ada. Dan dari total pendapatan asli daerah retribusi parkir
yang terbagi dua yaitu di pinggir jalan umum dan tempat khusus
parkir mampu menyumbang 13,025% pada tahun 1999, dan tahun
2000 mampu menyumbang cukup besar yaitu sebesar 22,32%.
Kesimpulanya yang dapat diambil yaitu saat optimalisasi
pemungutan retribusi khusus parkir dilakukan dengan perbaikan
sistem, sarana dan prasarana di Kota Banjar Baru.

Sugiarti (2006) melakukan penelitian dengan judul Potensi
retribusi parkir sebagal salah satu sumber pendapatan Asli Kota
Kediri. Penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa faktor
yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih
mengobtimalkan  penerimaan - retribusi  parkir, antar lain
pemungutan retribusi parkir yang lebih efektif, meningkatkan
ketertiban, petugas pemungutan parkir dan dan peningkatan
pelayan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan perbaikan
perbaikan sistem pemungutan retribusi parkir, salah satunya dengan
sistem parkir belanganan, sehingga tujan optimalisasi realisasi
penerimaan retribusi parkir di kot Banjar Baru akan dapat tercapai.

Prasetyo (2008) melakukan penelitian dengan judul Analisis
penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota

Yogyakarta. Penelitian ini mengemukakan bahwa pertumbuhan

49



penerimaan retribusi parkir di kota yogyakarta pada tahun 2004
sebesar 41.29%, tahun 2005 51.53% itu berarti pertumbuhan
positif, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 2,72% mengalami
penurunan berarti negatif. hal ini menunjukakan bahwa penerimaan
retribusi parkir dikota Yogyakarta tidak efektif.

Syaffa Rahmah (20016) melakukan penelitian dengan judul
Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di
kawasan Simpang Lima Kota Semarang. Penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh
Dishubkominfo berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah guna mencapai tujuan
ketertiban dan tercapainya penerimaan daerah. Dalam proses
perencanaan telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo
sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
parkir. Namun realisasi kebijakan di lapangan nyatanya banyak
yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan parkir yang tertuang
dalam Perda.

Aditya Wisnu Priambodo (2013) melakukan penelitian
dengan judul Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota
Semarang Tahun 2012-2013. Penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa Sebenarnya Pemerintah Kota Semarang telah melakukan
sejumlah upaya untuk memperbaiki manajemen perparkiran di
Kota Semarang baik melalui swakelola maupun kemitraan. Namun

upaya tersebut nyatanya belum mampu mengentaskan parkir tepi
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jalan umum dari permasalahan yang selama ini membelit. Dalam
sepuluh tahun terakhir pergantian sistem dan pengelola yang
dilakukan bukan murni berdasarkan atas visi perbaikan manajemen
perparkiran di Kota Semarang, namun lebih cenderung dipengaruhi
oleh kepentingan pejabatnya.

Ina Anikmah (2015) melakukan penelitian dengan judul
Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota
Tegal). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
retribusi parkir di Kota Tegal sudah berjalan cukup efektif dan
efesien. Dimana pengelolaan mulai dari perencanaan (planning)
yaitu dengan menaikan tarif parkir, menaikan setoran juru parkir
dan menertibkan izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik.
Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah sesuai dengan
perspektif ekonomi islam yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini
adalah kesetaraan yang berlaku bagi siapapun walaupun perbedaan
ras, suku, dan agama. Dengan begitu pemerintah daerah dalam
mengelola retribusi sudah sesuai teori dan konsep ekonomi Islam
tentang keadilan dan kemusyawarahan. Pengoptimalan retribusi
parkir Kota Tegal dalam meningkatakan Pendapatan Asli Daerah
dilakukan dengan melihat potensi yang ada, menertibkan Peraturan
Daerah perparkiran, penertiban jalan, mendata ulang juru parkir,
dan monitoring/pengawasan lapangan. Dalam pandangan Islam

peningkatan pendapatan asli daerah merupakan kewajiban bagi
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pemerintah, karena pendapatan suatu daerah suatu daerah
merupakan amanah dan harus dibelanjakan untuk memenuhi

kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan.

52



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode mixed methods.

Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan
menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya
yaitu penelitian kuantitatif -dan kualitatif (Sugiyono,2010:34).
Penelitian kuantitatif yang dilakukan bertujuan untuk memberikan
gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik
dari variabel retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Sedangkan Penelitian kualitatif yang dilakukan langsung dari hasil
pengamatan pada Kantor Bea, Cukai, dan Pendapatan Daerah Kota
Banda Aceh.

3.2 Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki
keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan
hasilnya = dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian
(Arikunto,2010:3). Pendekatan  kualitatif ~yaitu pendekatan
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan manfaatkan berbagai

metode ilmiah (Moleong,2010:27). Pendekatan yang digunakan
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dalam penelitian ini yaitu Data retribusi parkir di Kota Banda Aceh
periode 2010-2019 menggunakan data tahunan dan Data
pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh periode 2010-
2019 menggunakan data tahunan.

3.3 Tujuan dan Arah Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji

terdapat pengaruhnya antara variable independen, yaitu Retribusi
Parkir dengan variable dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah
Kota Banda Aceh. Sedangkan arah penelitian yang dilakukan
adalah mengkaji dan menguji terdapat pengaruh signifikan antara
variable independen, vyaitu Retribusi Parkir dengan variable

dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.

3.4 Data dan Teknik Pemerolehannya
Penelitian ini menggunakan data Sekunder sebagai

perolehan data/sumber data, yaitu perolehan dari hasil dokumentasi
dan publikasi nominal pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh
(Azwar,2010: 91).

3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan teknik pengumpulan data, maka dilakukan

melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data
sekunder dari instansi, landasan teori dan informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini dengan cara dokumentasi.

Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang
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bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil
penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan
pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas.

2. Dokumentasi
Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa
data retribusi parkir, pendapatan asli daerah sepuluh tahun
terakhir dan data penerimaan Retribusi Daerah Kota Banda
Aceh di instansi terkait.

3. Metode field research (Penelitian Lapangan)
Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada
lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi
berdasarkan objek penelitian. Wawancara akan ditujukan
kepada kepalaDinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk
mendapatkan bagaimana pandangan Islam tentang pungutan
retribusi parkir di Kora Banda Aceh.

3.6 Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian
Variabel yang akan diteliti perlu dilaksanakan dalam bentuk

rumusan yang lebih operasional sehingga mempunyai ukuran yang
sesuai dan tidak membingungkan. Adapun operasionalisasi variabel

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagal berikut:

55



Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Konsep Indikator Skala
Pungutan daerah sebagai [Tingkat realisasi
pembayaran atas jasa dan [retribusi parkir di
penggunaan fasilitas yang [Kota Banda Aceh
disediakan ole pemerintah |periode 2010-
daerah tersebut untuk 2019
Kontribusi  |Kepentingan orang atau
Retribusi Parkir [Padan. :
Ratio
Penerimaan daerah yang [Tingkat realisasi
berasal dari sumber PAD di Kota Banda
ekonomi asli daerah Aceh
setempat periode
PAD 2010 Ratio
2019

3.7 Metode Analisis Data
Analisis kontribusi yaitu- suatu analisis yang digunakan

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan

dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha

milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat anggaran
pendapatan dan belanja daerah (Abdul Halim, 2014)

Dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut (Abdul
Halim, 2014):
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Kontribusi Realisasi Retribusi Parkir X 100%
ontribust = - ; 0
Realisasi PAD

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan
dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha
milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Setelah  data-data terkumpul, maka peneliti akan
menganalisis untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam
tentang pungutan retribusi parkir di Kota Banda Aceh sebagai
berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-
hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, mencari tema dan polanya (Rija
Mulia, 2014). Kegiatan mereduksi data dapat
dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh
data dari hasil obsevasi dan wawancara,
kemudian diringkas kepada hal-hal yang
pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami.

2. Penyajian data
Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian
peneliti akan menyajikan data dalam bentuk
laporan kemudian akan menyusun dalam

kalimat narasi agar lebih mudah dipahami
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serta menghubungkan tujuan penelitian yang
satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok
penelitian yang telah dirumuskan.

Penarikan kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan menarik suatu
kesimpulan, penarikan kesimpulan ini akan
peneliti lakukan apabila data yang telah
diperoleh sudah mencukupi dan menjawab
rumusan masalah penelitian. Kesimpulan akan
ditulis dalam sebuah bab yang terpisah dari

bab pembahasan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

_ PETA ADMINISTRAS! KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH-

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Banda Aceh

No Kecamatan Luas (Km2)
1 Meuraxa 16,04
2 Baiturrahman 10,16
3 Kuta Alam 14,77
4 Syiah Kuala 20,39

Kota Banda Aceh terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan
Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, dan syiah kuala, seluas 61,36
km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 220.737 jiwa.
Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah
Kuala (20,39 km?) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu
Kecamatan Baiturrahman (10,16 km?).

Sektor lain yang tak kalah pentingnya adalah pariwisata,
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sejak dulu Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya, karena
kedudukannya sebagai pusat Kerajaan Aceh. Sebab itu banyak
menyimpan  khazanah  budaya, monumen, tempat-tempat
bersejarah, dan makam raja-raja seperti makan Sultan Iskandar
Muda dan makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala. Tempat-tempat
itu kini menjadi obyek wisata yang bernilai historis dan spiritual,
serta keindahan alam. Fasilitas penunjang wisata seperti
penginapan, terutama banyak terdapat di Kecamatan Baiturrahman
dan Kecamatan Kuta Alam.

1. Orientasi Wilayah
Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai

luas 1,36 km? dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Selat Malaka

- Batas Selatan : Samudera Hindia

- Batas Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Batas Barat : KabupatenAcehBesar

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

No Kecamatan Jumlah Jiwa
1 Meuraxa 66.108

2 Baiturrahman 52.486

3 Kuta Alam 62.263

4 Syiah Kuala 39.880

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Banda Aceh terdapat di
Kecamatan Meuraxa, yaitu sejumlah 66.108 jiwa, sedangkan

penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Baiturrahman, vyaitu
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sebanyak 52.486 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh
dari data terbaru yang didapat adalah sejumlah 264.091 jiwa
(BPS Kota Banda Aceh).

Tabel 4.3 Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Banda Aceh

No Kecamatan Penduduk Jumlah Kepadatan
1 Meuraxa 66.108 4.121
2 Baiturrahman 52.486 5.166
3 Kuta Alam 62.263 4.216
4 Syiah Kuala 39.880 1.956

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi Yaitu
Kecamatan Baiturrahman (5.166 jiwa/ km?), sedangkan kecamatan
dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Syiah Kuala
(1.956 jiwa/ km?). Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari
data terbaru yang didapat adalah sejumlah 264.091 jiwa (BPS
Kota Banda Aceh, 2020) .

2. Keuangan Daerah
Dari sisi penerimaan APBD Kota Banda Aceh pada tahun

2017, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Pendapatan yang
berasal dari pemberian Pemerintah atau instansi yang lebih tinggi
merupakan yang terbesar yaitu sekitar 94% atau sekitar 86,5 milyar
dari sekitar 91,1 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 3% atau sekitar
3,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain cukup besar yaitu sebesar
1,183 milyar yaitu yang berasal dari perhitungan sisa anggaran
tahun lalu.

Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar diperuntukkan bagi
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belanja pembangunan yaitu hampir sekitar 70% atau sekitar 62,4
milyar, sedangkan untuk belanja rutin, dialokasikan hanya sebesar
28,6 milyar atau sekitar 30%. Salah satu pertimbangan yang
dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja
seperti ; Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang
bersifat cost recovery.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Parkir Di
Kota Banda Aceh

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, tertuang
dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi
Parkir Ditepi Jalan Umum, peruntukannya tertuang dalam Pasal 1
dalam Peraturan Daerah ini dikenakan bagi kendaraan Bermotor,
yang berada ditepi jalan hal ini ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 dan
2 yaitu :

a. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan
penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

b. Jalan umum  sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5 menyatakan bahwa subjek Retribusi adalah orang
pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan
umum (Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2000).
Prinsip dan sasaran  kebijakan pemerintah dalam penetapan
struktur Retribusi mengendalikan Permintaan penggunaan jasa
pelayanan dalam rangka mempelancar lalu lintas jalan dengan tetap
memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan

masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif ditentukan
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pada pasal 9 menyatakan bahwa adanya Kklasifikasi tingkat
kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.

Pemerintah Daerah kota banda aceh juga melakukan Revisi
tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan
mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012
menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif diatur dalam pasal 8
menyatakan bahwa klasifikasi ditribusi pajak berbeda dengan
ketentuan yang ada pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2000,
perbedaan tersebut sebagai berikut dapat dilihat sebagali
perbandingan dari susunan Tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Tingkat kepadatan Parkir dan Tarif Jenis kendaraan

Bermotor
Tingka kepadatan Jenis kendaraan Tarif
Parkir Bermotor
Rendah - Sedan, Jeep, Mini [- Rp 200/sekali Parkir

- bus, truk, dan alat
besar lainnya
- -Sepeda Motor

bus, Pick up dan |- Rp 500/sekali Parkir
sejenis - Rp 200/sekali Parkir

Sedang - Sedan, Jeep, Mini |- Rp 400/sekaliParkir

- Bus, Truk, dan Alat
Besar lainnya
- Sepeda Motor

Bus Pick up dan |- Rp500/sekaliParkir
sejenis - Rp 200/sekali Parkir

Tinggi - Sedan, Jeep, Mini|- Rp 500/sekaliParkir

- Bus, Truk, dan Alat
Besar lainnya
- Sepeda Motor
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Pada ketentuan ganun No. 9 Tahun 2011 ditentukan tarif
terbaru, yang dapat dipahami perbedaannya dengan kebijakan tariff
sebelumnya pada tabel di atas, sebagai berikutnya adalah :

Tabel 4.5 Jenis kendaraan dan Tarif

No Jenis Kendaraan Tarif

1 Roda 2 (dua) dan sejenisnya Rp. 1.000,- / sekali parkir
2 Roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp. 1.000,- / sekali parkir
3 Roda 4 (empat) dan sejenisnya Rp. 2.000,- / sekali parkir
4 Roda 6 (enam) dan sejenisnya Rp. 6.000,- / sekali parkir

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tertuang pada
nomor 9 Tahum 2011 tentang Pajak Parkir yang ditetapkan sebesar
30% (tiga puluh persen) ditentukan pada pasal 6, diikuti tentang
penetapan dan pemungutan pajak yang menyatakan:

- Wajib pajak wajib membayar pajak yang
terutang dengan dibayar sendiri berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Wajib pajak menghitung, memperhitungkan,
dan menetapkan sendiri pajak yang terutang
dengan menggunakan SPTPD.

- Wajib pajak yang memenuhi kewajiban
perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang
terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT (Qanun kota Banda Aceh nomor 9
tahun 2011 tentang pajak parkir).

Sedangkan jangka waktu pemungutan pajak 5 tahun
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tertuang pada pasal 12 yang berbunyi:
- SKPDKB dalam hal :

- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang bayar;

-Jika SPTPD tidak disampaikan kepada
Walikota dalam jangka waktu tertentu dan
setelah  ditegur  secara tertulis  tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

- Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

- SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kebijakan ini tertuang secara detail berdasarkan Qanun
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 11 (Qanun kota
Banda Aceh nomor 9 tahun 2011 tentang pajak parkir).
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4.2 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2010 Sampai
Dengan Tahun 2019

Penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh untuk
menganalisis besarnya kontribusi Retribusi Parkir terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah klasifikasi dan

perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi
peneriman retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2010
hingga tahun 2019. Penyajiaan data tersebut merupakan langkah
awal ‘atau pedoman dalam menghitung besarnya kontribusi
retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda

Aceh.

Tabel 4.6

Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Parkir
Kota Banda Aceh tahun 2010-2019

Tahun Target Realisasi Selisih
Penerimaan Penerimaan (Rp)
Retribusi Parkir | Retribusi Parkir
(RP) (RP)
2010 2,500,000.000 1,676,480,000 823,520,000.00
2011 2,500.000.000 2,217,921,000 282,079,000.00
2012 2,500.000.000 2,523,498,000 (23,498,000.00)
2013 2,750.000.000 2,857,569,000 (107,569,000.00)
2014 4,500.000.000 3,468,891,000 1,031,109,000.00
2015 4,500.000.000 3,418,456,000 1,081,544,000.00
2016 4,600.000.000 3,481,944,000 1,118,056,000.00
2017 4,600.000.000 3,596,235,000 1,003,765,000.00
2018 4,600.000.000 3,912,170,000 687,830,000.00
2019 5,600,000,000 4,236,145,000 1,363,855,000.00

Sumber: Daftar Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh
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Dari tabel diatas terlihat bahwa target penerimaan
retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda
Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai
tahun 2019. Pada tahun 2013 mencapai Rp 2,750.000.000
menjadi Rp 4,500.000.000 pada tahun 2014, lalu pada tahun
2016 mencapai Rp 4,600.000.000 serta terus meningkat Rp
5,600,000,000 pada tahun 2019.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, dimana retribusi parkir
yang terdiri dari Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi

Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum merupakan salah satu

komponen dari Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Banda Aceh tahun
2010-2019
Tahun Target PAD Realisasi PAD Selisih
(RP) (RP) (Rp)
2010 589,258,259,097 577,316,651,310 11,941,607,787
2011 760,186,240,630 719,614,903,954 40,571,336,676
2012 811,348,384,596 787,575,101,977 23,773,282,619
2013 948,919,903,116 928,240,738,888 20,679,164,228
2014 | 1,134,993,942,871 1,134,104,242,954 889,699,917
2015 | 1,229,631,429,051 1,217,566,428,915 12,065,000,136
2016 | 1,378,366,044,234 1,321,704,923,080 56,661,121,154
2017 | 1,286,220,058,489,00 1,244,415,059,118,86 |4,180,499,937,014
2018 | 1,217,868,908,236,00 1,135,914,599,521,72 |8,195,430,871,428
2019 |1,301,052,703,323,00 | 1,214,904,533,158,63 |8,614,817,016,437

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target

penerimaan PAD vyang ditetapkan Pemerintah Kota Banda
Aceh terus mengalami kenaikan mulai dari Rp 760,186,240,630
pada tahun 2011 menjadi Rp 811,348,384,596 pada tahun 2012,
lalu pada tahun 2013 mencapai Rp 948,919,903,116 serta pada
tahun 2014 mencapai Rp 1,134,993,942,871 dan
pada tahun 2015 Rp 1,229,631,429,051, pada tahun 2016 Rp
1,378,366,044,234, pada tahun 2017 mencapai Rp
1,286,220,058,489,00, pada tahun 2018 mencapai Rp
1,217,868,908,236,00 hingga tahun 2019 mencapai Rp.
1,301,052,703,323,00.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data tentang retribusi parkir dan data tentang Pendapatan Asli

Daerah Dengan hasil olahan sebagai berikut:

KontriBis: Realisasi Retribusi Parkir X 100%
ontribust = 4 3 0
Realisasi PAD

Perhitungan kontribusi retribusi parkir sebagai berikut:

a. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2010
1,676,480,000
X 100%

R= 577316651310

=29,04 %

b. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2011

2,217,921,000
R = X 100%
719,614,903,954
=30,82 %

c. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2012
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o 2573498000
= 787575101977 0

=32,04 %

d. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2013

2,857,569,000
R = X 100%
928,240,738,888

=30,78 %
e. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2014

3,468,891,000
R = X 100%
1,134,104,242,954
= 30,99 %

f. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2015

3,418,456,000
R%= X 100%
1,217,566,428,915
= 28,08 %

g. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2016

3,481,944,000

KR p=t=taissaiioiy
1,321,704,923,080

X 100%-=26,34%
h. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2017

3,596,235,000
KR = X 100%
1,244,415,059,118,86

=28,90%

a. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2018

3,912,170,000

1,135,914,599,521,72

= 34,44%
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b. Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2019

4,236,145,000

KR =

X 100%

1,214,904,533,158,63

=34,87%

Tabel 4.8 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota

Banda Aceh 2010 - 2019

Tahun | Penerimaan Retribusi Penerimaan PAD Kontribusi
Parkir (Rp) (Rp) (%)
2010 1,676,480,000 577,316,651,310 29,04 %
2011 2,217,921,000 719,614,903,954 30.82%
2012 2,523,498,000 787,575,101,977 32.04%
2013 2,857,569,000 928,240,738,888 30.78%
2014 3,468,891,000 1,134,104,242,954 30.59%
2015 3,418,456,000 1,217,566,428,915 28.08%
2016 3,481,944,000 1,321,704,923,080 26.34%
2017 3,596,235,000 1,244,415,059,118,86 28.90%
2018 3,912,170,000 1,135,914,599,521,72 34.44%
2019 4,236,145,000 1,214,904,533,158,63 34.87%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, diolah tahun 2020
dapat dilihat bahwa besarnya

Dari tabel diatas

penerimaan retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2010 —
2019 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan
jumlah penerimaan retribusi parkir juga diikuti dengan
peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda
Aceh pada tahun 2010 - 2019. Pada tahun 2010 total
penerimaan PAD mencapai Rp 577,316,651,310 yang

kemudian penerimaannya terus meningkat hingga mencapai Rp
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1,214,904,533,158,63 pada tahun 2019.

Dari tabel terlihat bahwa persentase kontribusi retribusi
parkir terhadap PAD mengalami peningkatan pada tahun 2011
sebesar 30.82% dari 29,04 % pada tahun 2010 menjadi 1,78
pada tahun 2011 namun, pada tahun 2012 persentase kontribusi
retribusi parkir terus mengalami peningkatan mencapai 32.04%,
dan pada tahun 2013 hingga 2014 kontribusi retribusi parkir
mencapai 30.78% dan pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami
penurunan yaitu 28.08% dan mulai meningkat kembali pada
tahun 2018 dan 2019, mencapai 34.87%, walaupun pada
kenyataannya realisasi penerimaan retribusi parkir terus
mengalami peningkatan mulai dari Rp 1,676,480,000 pada
tahun 2010 naik menjadi Rp 2,217,921,000 pada tahun 2011,
kemudian pada tahun 2010 naik mencapai menjadi Rp
3,468,891,000 lalu meningkat lagi menjadi Rp 4,236,145,000
pada tahun 2019.
4.3 Pandangan Islam Terhadap Pungutan Retribusi Parkir Di

Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep Kemaslahatan

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum
semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif
retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang di maksud
untuk meminimalisir pemungutan liar dan korupsi yang dilakukan
olen pihak-pihak tertentu. Semua kegiatan yang menyangkut
pungutan dan sebagainya tentang parkir telah diatur dalam

peraturan daerah kabupaten lombok tengah no 3 tahun 2005 pasal 8
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tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Parkir merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli
Daerah yang menguntungkan, oleh karena itu pengelolaan parkir
yang baik dan benar dapat mendukung kemajuan prekonomian
suatu daerah. Dalam Pandangan Islam tarif retribusi parkir
termasuk kedalam kharaj artinya parkir sebagai lahan bisnis milik
umum yang berfungsi sosial, maka itu berarti bahwa kepentingan
masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah memiliki
hak sepenuhnya untuk mengelola serta memanfaatkan peluang
bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

Berkaitan  dengan  aset-aset  negara,  pemerintah
berkewajiban untuk mengelola aset tersebut secara maksimal,
menjaganya dengan baik dan mengalokasikannya secara tepat dan
terarah demi kemaslahatan bersama, seperti

yang tercantum dalam surat al-anbiya’ ayat 107 yang artinya:
Gl €25 1 e g

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

Menurut ayat di atas, manusia diharuskan untuk menjaga
harta benda dan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT
dan tidak diperkenankan untuk merusak nya. Hal ini juga menjadi
keharusan bagi para pejabat pemerintah untuk mendistribusikan
keuangan secara merata kepada masyarakat banyak karena salah

satu tujuan ekonomi Islam yaitu mencegah konsentrasi harta atau
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penimbunan harta.

Dalam usul figh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah,
yakni kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam
wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping
tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan
(Arifin,2007:142).

Al-maslahah mursalah sebagai metode hukum yang
mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses
secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan
kata lain al-maslahah mursalah merupakan kepentingan yang
diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang
mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan
kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk
memberikan  kemanfaatan dan =~ mencegah  kemazdaratan
(kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode al- maslahah mursalah
sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua
dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan
apa yang terkandung dalam nash (al- Qur’an dan al-Hadits) baik
secara  tekstual atau  kontekstual.  Sisi  kedua  harus
mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu
berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi
pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum
Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang,

maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku
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disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga
dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam
menggunakan al-maslahah mursalah baik secara metodologi atau
aplikasinya (Jamil,2008:24).

Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil
al-maslahah al-mursalah.  Untuk menerapkan dalil ini, ia
mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami antara lain:

1 Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang
sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-
tujuan syari’at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti
maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau
bertentangan dengan dalil yang gat’iy. Akan tetapi harus
sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan
oleh syar'i.

2. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai
sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di
mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis
akan dapat diterima.

3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka
menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam
pengertiannya, seandainya maslahat yang dapat diterima
akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami
kesulitan
Adanya maslahah al-mursalah sesuai dengan magasid as-

syar’i (tujuan- tujuan syari’), artinya dengan mengambil maslahat
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berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar’i. Sebaliknya
mengenyampingkan maslahah al- mursalah berarti
mengesampingkan magasid as-syar’i. Karena itu adalah wajib
menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber
pokok yang berdiri sendiri. Bahkan terjadi sinkronisasi antara
maslahah al-mursalah dengan maqgasid as-syar’l (Zahrah,2005:
430-431).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan
hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan
untuk mencari kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penulis
menggaris bawahi bahwasannya kebijakan pemerintah dalam
memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan
menurut pandangan Islam karena kebijakan tersebut dilakukan
untuk kepentingan masyarakat banyak yakni untuk pembangunan
infrastruktur dan pembangunan daerah lainnya kemudian untuk
meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif
retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu.

Pandangan Islam menunjukkan bahwa,
pemerintah/pemimpin  suatu  negara atau daerah  wajib
mendistribusikan keuangan negara/daerah untuk kepentingan
masyarakat banyak, antara pendapatan dan pendistribusian harus
seimbang agar pereknomian tetap stabil. Tidak diperkenankan
keuangan negara/daerah dimanfaatkan atau dikorupsi oleh pihak-
pihak tertentu saja, begitupun dengan Pendapatan Daerah. Karena

sikap dan perbuatan tersebut dilarang dalam pandangan Islam,
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seperti yang telah tercantum dalam Al-Quran surat an-nisa’ ayat
29:

V23558 ol o B 0355 51N bl 1 oS0t BB Y i 30
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.
Dari ayat di atas jelas ada larangan untuk mengambil atau

mencari sesuatu yang bukan hak nya. Karena setiap manusia
memiliki hak masing-masing dan dilindungi oleh Pemerintah.
Seperti halnya pejabat pemerintah, dia tidak diperkenankan
mengambil hak nya masyarakat atau rakyatnya. Karena, pejabat
pemerintah tersebut telah diberikan gaji dan tunjangannya sebagai
bentuk penghasilan yang didapat. Artinya, dia tidak diperkenankan
mengambil keuntungan dari anggaran yang lain dan yang bukan
hak nya.

Ketika retribusi parkir di Kota Banda Aceh berkontribusi
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pendapatan
tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah
satunya dengan perbaikan ekonomi yang meliputi insfrasruktur,
pendidikan dan perluasan lapangan perkerjaan agar tingkat

pengangguran dapat berkurang.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di

uraikan di atas peneliti dapat menarik kesimpukan sebagai berikut:
1 Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kota
Banda Aceh dari tahun 2010-2019 mengalami
peningkatan pada tahun 2011 sebesar 30.82% dari
29,04 % pada tahun 2010 menjadi 1,78 pada tahun
2011 namun, pada tahun 2012 persentase kontribusi
retribusi  parkir terus mengalami peningkatan
mencapai 32.04%, dan pada tahun 2013 hingga 2014
kontribusi retribusi parkir mencapai 30.78% dan pada
tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan yaitu
28.08% dan mulai meningkat kembali pada tahun
2018 dan 2019, mencapai 34.87%, walaupun pada
kenyataannya realisasi penerimaan retribusi parkir
terus mengalami peningkatan mulai dari Rp
1,676,480,000 pada tahun 2010 naik menjadi Rp
2,217,921,000 pada tahun 2011, kemudian pada tahun
2010 naik mencapai menjadi Rp 3,468,891,000 lalu
meningkat lagi menjadi Rp 4,236,145,000 pada tahun
2019.

2 Pandangan Islam Terhadap Pungutan Retribusi Parkir
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Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep
Kemaslahatan menurut pandangan Islam karena
kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan
masyarakat banyak yakni untuk pembangunan
infrastruktur dan pembangunan daerah, kemudian untuk
meminimalisir - pungutan liar dan korupsi dalam
pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh
pihak- pihak tertentu. Ekonomi Islam juga menunjukkan
bahwa, pemerintah atau pemimpin suatu negara atau
daerah wajib mendistribusikan keuangan negara/daerah
untuk  kepentingan  masyarakat banyak, antara

pendapatan dan pendistribusian harus seimbang agar
pereknomian tetap stabil.

5.2 Saran
Adapun saran yang bisa peneliti berikan dengan melihat

mulai dari temuan-temuan dan kesimpulan diatas adalah sebagai
berikut

1. Untuk meningkatkan  pendapatan terhadap retribusi

parkir, sistem ‘pungutan: retribusi parkir masih perlu

ditingkatkan pengelolaan dan pengawasannya karena

reribusi parkir ini mempunyai potensi yang cukup besar

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melihat

semakin  bertambahnya jumlah kendaraan dan

bertambahnya lokasi parkir di Kota Banda Aceh,

kemudian juru parkir di tepi jalan umum juga perlu di

berikan karcis parkir sehinnga pihak pengelola reribusi
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parkir cukup mudah dalam pengawasan untuk
menghindari korupsi pada oknum-oknum tertentu

. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan
penelitian ini, sebaiknya disajikan pula perhitungan
perkembangan berdasarkan nilai penerimaannya.
Selain itu, bisa ditambahkan pula mengenai pajak
parkir dan sektor-sektor lain dari komponen
Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh

terhadap Penerimaan Daerah Kota Banda Aceh.
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